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RANGKUMAN TUGAS AKHIR 

1.1. Latar Belakang  

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak yang menunggak dalam pajak kendaraan 

bermotor menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi. Tunggakan pajak 

kendaraan bermotor tersebut dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. 

Banyak jumlah wajib pajak yang melupakan terhadap kewajibannya dalam 

pembayaran pajak tahunan sepada motor surat tanda nomor kendaraan. Hal ini 

mengakibatkan tunggakan dalam pencairan. Hal tersebut karena kurangnya 

sosialisasi pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabaya 

Timur dalam memberikan informasi mengenai pembayaran pajak kendaraan 

bermotor kepada Wajib Pajak. Jumlah presentase tunggakan pajak yang semakin 

meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2013  dapat diketahui sebagai berikut: 

(1) tahun 2009 sebanyak 15,72%; (2) tahun 2010 sebanyak 13,56%; (3) tahun 

2011 sebanyak 24,49%; (4) tahun 2012 sebanyak 47,65%; (5) tahun 2013 

sebanyak 62,45%.  

Untuk meminimalisir tunggakan pajak kendaraan bermotor kepada Wajib 

Pajak maka pegawai Unit Pelaksana  Teknis Dinas Pendapatan Daerah Surabaya 

Timur melakukan kegiatan sosialisasi dalam berbagai bentuk. Bentuk sosialisasi 

yang dilakukan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah 

Surabaya Timur dalam bentuk memberikan brosur kepada Wajib Pajak, operasi 

gabungan bersama Polsek, surat kabar, radio dan kelurahan. Berdasarkan Undang-

Undang 28 tahun 2009 pasal 64 ayat 1 dan 67 ayat 1, Undang-Undang 23 tahun 

2009 pasal 7 ayat 3 mengenai pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
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Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB) dilakukan bersamaan dengan 

penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan diselenggarakan secara 

terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama SAMSAT. Maka 

berdasarkan hal tersebut Wajib Pajak harus mematuhi peraturan yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan untuk 

mengangkat judul “PROSES PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN 

SURABAYA TIMUR”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari 

tentang proses penagihan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang 

dilakukan di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur.  

 

1.3. Metode Penelitian 

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka lingkup pembahasan hanya dibatasi pada pelaksanaan kinerja 

atau sosialisasi pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya 

Timur. Pengumpulan sumber informasi yang dilakukan oleh peneliti mencangkup 

sebagai berikut : 

1. Metode Interview 
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Adalah metode yang dilakukan melalui tanya jawab atau interview kepada 

yang bersangkutan, wawancara langsung dengan pimpinan mengenai kinerja 

pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur. 

2. Dokumentasi 

Adalah sebuah metode mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan kinerja operasional pegawai di Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Surabaya Timur. 

 

1.4. Proses Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

1.4.1 Proses Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

            SPKPKB      MASA PAJAK   SKPD         STPD    SP 1       SP2  
  

              14 hari          1 hari 30 hari        14 hari       21 hari         

   80 hari 
 
 

Proses Dari Pemberitahuan Sampai Dengan SP 2 

 

Disimpulkam bahwa setelah empat belas hari dari penerbitan Surat Pemberitahuan 

Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor ditambah satu hari masa pajak maka 

Unit Pelaksana Teknis akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Setelah 

tiga puluh hari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah langkah selanjutnya akan 

diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, setelah empat belas hari penerbitan Surat 

Tagihan Pajak Daerah langkah selanjutnya yang akan diterbitkan Surat Peringatan 

pertama, setelah dua puluh satu hari penerbitan Surat Peringatan pertama langkah 
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selanjutnya akan diterbitkan Surat Peringatan kedua dan langkah terakhir akan 

diterbitkan surat paksa. 

 

 

1.4.2 Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor 

Jika pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, 

petugas yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan 

pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan 

jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Penagihan pajak dilakukan dengan 

terlebih dahulu membberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain 

yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran atau peringatan 

dikeluarkan tujuh hari saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dikeluarkan oleh 

pejabat yang ditunjuk oleh gubernur. Dalam jangka tujuh hari sejak surat teguran 

dan peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak wajib melunasi 

pajak yang terhutang. 

 

1.4.3 Tarif Pajak Kendaraan Pajak Bermotor 

a Kepemilikan pertama untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan sebesar 

1,5%  (Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak Daerah 

pasal 7 huruf a) 
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b Kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1,0% (Undang-Undang 28 

tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf b) 

c Kendaraan bermotor ambulance, pemadam kebakaraan, sosial agama, 

lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah TNI/POLRI dan Pemerintah 

Daerah sebesar 0,5% (Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, 

Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf c) 

d Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2% (Undang-Undang 

28 tahun 2009 pasal 6 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 7 huruf d) 

 

Besar Pajak Kendaraan Bermotor adalah :  

Tarif x Dasar Pengenaan  

(Undang-Undang 28 tahun 2009 pasal 7 ayat 1, Perda.Pajak Daerah pasal 9) 

 

1.5. Kesimpulan 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur dalam menangani 

proses penagihan kepada pihak yang bersngkutan khususnya dibagian penagihan 

kepada masyarakat khususnya Surabaya Timur. 

1. Penagihan yang dilakukan pegawai Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Surabaya Timur dengan cara memberikan Surat Ketetapan 

Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Peringatan, Surat Paksa. 

2. Dokumen yang terkait dengan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor adalah  

Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat 

Peringatan, Surat Paksa. 
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3. Fungsi yang terkait adalah fungsi pendataan untuk menangani data-data 

Wajib Pajak, fungsi penagihan untuk menangani masalah penunggakan 

Pajak Kendaraan Bermotor, dan fungsi pembayaran untuk menangani 

kebutuhan Wajib Pajak terkait dengan pembayaran kewajiban pajaknya. 

4. Secara umum dalam proses penagihan setelah empat belas hari dari 

penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor 

ditambah satu hari masa pajak maka Unit Pelaksana Teknis akan 

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah. Setelah tiga puluh hari 

penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah langkah selanjutnya akan 

diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah, setelah empat belas hari penerbitan 

Surat Tagihan Pajak Daerah langkah selanjutnya yang akan diterbitkan 

Surat Peringatan pertama, setelah dua puluh satu hari penerbitan Surat 

Peringatan pertama langkah selanjutnya akan diterbitkan Surat Peringatan 

kedua dan langkah terakhir akan diterbitkan surat paksa. 

 

1.6. Saran 

Dari hasil kegiatan penelitian mengenai proses penagihan Pajak Kendaraan 

Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur yang telah 

dilakukan, berikut saran yang diharapkan mampu memberi manfaat di masa 

mendatang bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan yang bersangkutan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Sebaiknya sosialisasi yang diadakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan sebelum terjadinya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang 

harus dibayar oleh Wajib Pajak.  

2. Sebaiknya Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Surabaya Timur 

memberikan penjelasan terhadap Wajib Pajak yang telat bayar karena sudah 

jatuh temponya Pajak Kendaraan Bermotor untuk dibayar dan berapa 

jumlah yang harus dibayar keseluruhan. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendapatan Surabaya Timur juga harus memberikan surat terhadap para 

Wajib Pajak yang telat bayar, setelah surat pemberitahuan pajak tahunan. 
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